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PENETAPAN

Nomor 1757/Pdt.G/2024/PA.Sda

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan  Agama  Sidoarjo  yang  memeriksa  dan  mengadili  perkara

tertentu pada tingkat  pertama secara elektronik  dalam sidang majelis  hakim

telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT,  umur  48  tahun,  agama  Islam,  pendidikan  S1,  pekerjaan

Mengurus  Rumah  Tangga,  tempat  kediaman  di  XXXX

Kabupaten  Sidoarjo,  Dalam  hal  ini  memberikan  kuasa

kepada  SUSANTO,  SH.,  MH.,  CPM.,  dan  MUH.  SYAH

PERWIRO NEGORO, SH., Para Advokat / Pengacara dan

Konsultan  Hukum,  yang  berkantor  hukum  pada  Kantor

Hukum “SUSANTO, SH. & Partners” di alamat Jalan Dr.

Wahidin  A-7  Sekardangan  Sidoarjo,  berdasarkan  Surat

Kuasa Khusus Tanggal 13 Mei 2024, dan telah terdaftar

pada  Kepaniteraan  Nomor  1626/kuasa/5/2024/PA.Sda.

Tanggal 14 Mei 2024, sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT.,  umur  47  tahun,  agama  Islam,  pendidikan  SLTA,  pekerjaan

karyawan  swasta,   tempat  kediaman  di  XXXX  Kota

Surabaya, sebagai  Tergugat; 

Pengadilan Agama tersebut; 

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di muka sidang; 

DUDUK PERKARA

Bahwa  Penggugat  dalam surat  gugatan  tanggal  14  Mei  2024  yang

terdaftar  di  Kepaniteraan  Pengadilan  Agama  Sidoarjo,  Nomor

1757/Pdt.G/2024/PA.Sda tanggal 14 Mei 2024 telah mengemukakan dalil-dalil

sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri  yang

telah menikah secara resmi pada Sabtu, 20 Oktober 2018, di Kantor
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Urusan  Agama  (KUA)  Kecamatan  Taman,  Kab  Sidoarjo,  Propinsi

Jawa Timur, hal ini berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXX,

Tertanggal 22 Oktober 2018, (Bukti Terlampir);

2. Bahwa Penggugat sebelum menikah berstatus Janda dan

Tergugat berstatus Duda, selanjutnya Penggugat dan Tergugat telah

hidup bersama sebagaimana layaknya pasangan suami istri di rumah

Penggugat yang Terletak XXXX Kabupaten Sidoarjo kurang lebih 5

(lima)  tahun,  selanjutnya  Penggugat  dan  Tergugat  dalam

Pernikahanya tidak dikaruniai orang anak 

3. Bahwa yang semula kehidupan rumah tangga Penggugat

dan Tergugat berjalan dengan tentram bahagia, akan tetapi berubah

sejak berjalanya Pernikahan, tepatnya pada bulan Januari tahun 2023,

hingga sampai saat ini rumah tangga Penggugat dan Tergugat goyah,

semua disebabkan oleh:

3.1. Tergugat  semenjak Pandemi tahun 2020 berubah sikap,

sehingga  cenderung  suka  marah  dan  merasa  benar  sendiri,

semua diketahui oleh orang tua dan keluarga besar Penggugat;

3.2.  Tergugat  tidak  menafkahi  lahir  terhitung  pada  bulan

Desember 2022 sampai dengan sekarang;

4. Bahwa pada awal bulan November tahun 2023 Tergugat

sudah  tidak  bertanggung  jawab  terhadap  Penggugat,  sehingga

Tergugat memilih pergi kerumahnya dulu yang berada di XXXX Kota

Surabaya, sehingga Penggugat dan Tergugat Pisah Rumah (Pisah

Tempat  tinggal),  terhitung  sejak  bulan  November  2023  sampai

sekarang kurang Lebih 7 (tujuh) bulan ;

5. Bahwa atas dasar hal – hal tersebut diatas oleh karena

dengan  segala  macam  cara  dan  upaya  sudah  dilakukan  oleh

Penggugat  demi  untuk  mempertahankan  dan  demi  menjaga

keutuhan rumah tangga Penggugat  dan Tergugat  sebagaimana isi

dari  pasal  1  Undang-undang  Nomor  1  Tahun  1974  tentang

perkawinan yang  pada  dasarnya  pasal  1  tersebut  adalah  terkait.
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tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang

bahagia,  namun  semua  itu  tidak  ada  hasilnya,  oleh  karena  itu

Penggugat  sudah  tidak  sanggup  lagi  untuk  melanjutkan  hidup

berumah  tangga  dengan  Tergugat.  Maka  Penggugat  mohon

kehadapan  Majelis  Hakim  Pemeriksa  Perkara  ini  agar  dapatnya

memisahkan dan atau menceraikan perkawinan ini;

6. Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya/ongkos yang

muncul akibat perkara a quo;

Bahwa atas dasar uraian dan alasan-alasan tersebut diatas Penggugat

memohon kepada Pengadilan Agama Sidoarjo untuk berkenan memanggil

dan  kemudian  memeriksa  Penggugat  dan  Tergugat  dalam  suatu

persidangan dan sesuai dengan Gugatan Cerai Gugat ini, yang selanjutnya

dapatnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;

2. Menjatuhkan talak satu ba’ïn sugro dari Tergugat terhadap 

Penggugat di Pengadilan Agama Sidoarjo;

3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini

sesuai dengan peraturan yang berlaku.

SUBSIDAIR :

Bilamana Pengadilan Agama Sidoarjo berpendapat lain terhadap Penggugat,

mohon putusan yang seadil adilnya; 

Bahwa  Penggugat  dalam  perkara  ini  memberi  kuasa  kepada

SUSANTO, SH., MH., CPM., dan MUH. SYAH PERWIRO NEGORO, SH., Para

Advokat  /  Pengacara  dan  Konsultan  Hukum,  yang  berkantor  hukum  pada

Kantor Hukum “SUSANTO, SH. & Partners” di alamat Jalan Dr. Wahidin A-7

Sekardangan Sidoarjo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 13 Mei 2024,

setelah diperiksa surat kuasa telah sesuai dengan syarat formil materiil surat

kuasa;

Bahwa dengan adanya Kuasa Penggugat  menyerahkan asli  surat

kuasa, asli surat gugatan, dan asli surat persetujuan prinsipal untuk beracara
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secara elektronik, kemudian surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang

diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi oleh Ketua Majelis, kemudian

Ketua  Majelis  menyatakan  bahwa  perkara  ini  akan  disidangkan  secara

elektronik (PERMA Nomor 7 Tahun 2022);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat didampingi

kuasanya  datang  ke  persidangan  dan  Tergugat  tidak  datang  menghadap  di

persidangan dan Majelis  Hakim telah berusaha menasehati  Penggugat  agar

kembali rukun dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa  selanjutnya  Penggugat  mengajukan  permohonan  pencabutan

perkaranya karena relaas panggilan Tergugat tidak patut;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk berita

acara sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari

penetapan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang,  bahwa  maksud  dan  tujuan  gugatan  Penggugat  adalah

sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam perkara ini memberi kuasa kepada

SUSANTO, SH., MH., CPM., dan MUH. SYAH PERWIRO NEGORO, SH., Para

Advokat  /  Pengacara  dan  Konsultan  Hukum,  yang  berkantor  hukum  pada

Kantor Hukum “SUSANTO, SH. & Partners” di alamat Jalan Dr. Wahidin A-7

Sekardangan Sidoarjo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 13 Mei 2024;

Menimbang,  bahwa  Surat  Kuasa  Khusus  tersebut,  ternyata  telah

memenuhi  syarat  formil  dan  materiil  surat  kuasa,  maka  Majelis  Hakim

berpendapat bahwa surat kuasa khusus dimaksud dapat dinyatakan sah dan

karenanya penerima kuasa harus pula dinyatakan telah mempunyai kedudukan

dan kapasitas sebagai subjek hukum yang berhak melakukan tindakan hukum

atas nama pemberi kuasa untuk beracara dalam perkara a quo;

Menimbang, Bahwa dengan adanya Kuasa Penggugat menyerahkan asli

surat  kuasa,  asli  surat  gugatan,  dan  asli  surat  persetujuan  prinsipal  untuk

beracara  secara  elektronik,  kemudian  surat  tersebut  dicocokkan  dengan

dokumen  yang  diupload  pada  aplikasi  e-Court,  lalu  diverifikasi  oleh  Ketua
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Majelis,  kemudian  Ketua  Majelis  menyatakan  bahwa  perkara  ini  akan

disidangkan secara elektronik (PERMA Nomor 7 Tahun 2022);

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 130 HIR, jo Pasal 82

ayat (1 dan 4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 31 ayat (1 dan 2)

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dalam setiap persidangan Majelis

Hakim telah berupaya untuk menasehati Penggugat agar kembali rukun dengan

Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan pencabutan perkara, dengan

menunjuk pada Pasal 54 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, dan Pasal 271

dan 272 Rv. dapat diberlakukan di lingkungan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di

atas,  maka permohonan pencabutan perkara yang diajukan oleh Penggugat

tersebut patut dikabulkan ;

Menimbang, bahwa perkara ini  termasuk dalam bidang perkawinan, maka

sesuai  Pasal  89  ayat  (1)  Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  1989  tentang

Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3

Tahun 2006 dan dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara

dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1

Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan secara Elektronik di

Pengadilan Junto Peraturan Mahkamah Aguang Republik Indonesia Nomor 7

Tahun 2022 tentang Perubahan atas  Peraturan Mahkamah Agung Nomor  1

tahun  2019  tentang  Administrasi  Perkara  dan  Persidangan  di  Pengadilan

secara Elektronik dan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia

Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tentang petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan

Persidangan Secara Elektronik di Pengadilan;

Memperhatikan, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan

hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;

2. Menyatakan perkara Nomor 1757/Pdt.G/2024/PA.Sda dicabut;
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3. Membebankan kepada Penggugat  untuk  membayar  biaya perkara

sejumlah Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis

yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 06 Juni 2024 Masehi, bertepatan

dengan tanggal 29 Zulqaidah 1445 Hijriah, oleh kami Drs. H. M. Ridwan Awis,

M.H sebagai Ketua Majelis, Drs. Muhlis, S.H., M.H. dan Drs. H. Ilmi masing-

masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang

terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Hadi Winoto, S.H. sebagai Panitera

Pengganti serta dihadiri  oleh Kuasa Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat

secara elektronik;

Hakim Anggota,

Drs. Muhlis, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

Drs. H. M. Ridwan Awis, M.H

Drs. H. Ilmi
Panitera Pengganti,

Hadi Winoto, S.H.

Perincian biaya :

Pendaftaran Rp 30.000,00
Proses Rp 100.000,00
Panggilan Rp 70.000,00
PNBP Rp 30.000,00
Redaksi Rp 10.000,00
Meterai Rp 10.000,00
Jumlah Rp 250.000,00
(dua ratus lima puluh ribu rupiah)
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